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1(S=u) bendel Saudara Kepala BAPENDA
Hasil EvaluasiSistem Akuntabilitas di

Kinena Instansi Pemerintah pada Tempat

Badan Pandapatan Daerah Kab
Padang Lawas TA 2022

Dalam rangka pslaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN dan
RB Nomor 88 Tshun 2021 tentang Evaluasi Akuniabilitas Kiners Instansi
Pemenntah, dan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten tentang Pembentukan
Panitiza Pelaksana Keglatan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Lawas, barsama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintsh pada BADAN PENDAPATAN DAERAH
sebagal berlkut

1 Kami telah melskukan evaiuasi atas Sistem Akuniabilitas Kinerja Ihstansi
Pamierintah, dengan tujuan

a Mempercleh informasi tentang implementas: Sistem AKIP
b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

o Membenkan saran perbaikan untuk peningkatan kiners dan penguatan
akuntabiljtas instansi

2 Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen
kingrja yang meliputi

a Evaluasi slas Perencanaan Kinerja

b Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

c. Evaluasiatas Pelaporan Kinerja,

d. Evaluasi atas Evaluas nternal dan

& Evaluasi atas Capaian Sasaran/Kinera Organisas|



3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022, merupakan salah
satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategls {Renstra), dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kineria (PK). sera
dokumen terkait lainnya.

4 Hasil avaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0
5.d,100 yang selanjutnya diberikan kategori penngkat untuk menentukan tingkat

keberhasilan
Mo ] ‘Kategori Nilal Angha Interpretasi :I
A B1- 200 Memuaskan |
2 8 66 - 80 3alk ]
3 | c 0-65 : Cukup |

pada BADAN PENDAPATAN DAERAH, memperoleh nilai sebesar 57,1 ( Enam
puluh twjuh koma satu ) dengan sebutan Bajk (B)

5 Nilai sebayaimania tersebut merupakan akumulasi peniialan terhadap saluruh
komponen manajemen  kinerja yang dievaluasi di lingkungan BADAN
PENDAPATAN DAERAH, dengan rincian sabagal berikut -

2. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada BADAN PENDAPATAN
DAERAH menunjukkan :

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

a) BADAN PENDAPATAN DAERAH telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) yang memual visi, misi, tuluan, sasaran, program, indikator
kinena sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target
jangka menengsh.

b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJIMD, telah menyajikan
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran
yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang
merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan tahunan/Rencana Kerja dan Anggaran.

d) Renstra sudah berorientasi hasil dan telah bersifa Spesific, Relavan.

g) Dokumen perencanaan kinerja felah menetapkan hal-hal yang
seharusnya ditetapkan BADAN PENDAPATAN DAERAH dan sudah
menatapkan rencana aksi alas kinerja dangan mencantumkan target
secara tahunan




2 Dokumen Pererncanaan Kinefja Tahunan

a) BADAN PENDAPATAN DAERAH telah menyusun dokumen Rencana
‘Kinerja Tahunan (RKT), disusun sstelah RKA dan telah memuat
sasaran, program. indikator kinerja sasaran, den target kinerja telah
menyajikan IKU.

b) Sasaran yang diletapkan sudah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam
program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapal sasaran.

¢j Indikator kinerjs sasarsn dan kegiatan sudah memenuhi knteria
indikator kinerja yang baik dan targst kinerja belum ditetapkan dengan
baik.

d) Dokumen RKT sudah selaras dengan dokumen RPJMDY Renstra
SKFPD, dgunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja
(PK)

3 Dokumen Penetapan Kinera

a) BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Padang Lawas telah
menyusun Dokumen Panetapan Kinarja (PK).

by Dokumen PK belum selaras dengan dokumen 1KU

¢) Target kinerja yang masuk dalam peranjian kinerja belum dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan

b. Pangukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pangukuran kinena pada BADAN PENDAPATAN
DAERAH menunjukkar :

1) BADAN PENDAPATAN DAERAH telah manyusun indikator kinera utama
(IKU) sebagai ukuran kinera namun belum salaras dengan Dokumen
Renstra.

2 KU yang disusun tidak dapat diukur secara obyektif, dan belum
menggambarkan hasil yang relevan dengan kaondisi yang akan diukur.

3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan tidak dapat diukur secara
obwyektif dengan menggambarkan hasil yang relevar.

4) Target kinerja eselon Il dan IV telah dimuat dalam pohon kineria

5) IKU belum dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.

6) Hasil pengukuran kinerja yeng digunakan untuk penyusunan laporan
kinefja belum difakukan secara berkala dan belum terdokumentasi secara
memadal.



c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinere pada BADAN PENDAPATAN

DAERAH menunjukkan batwa :

1) Laporan Kinerja telah disusun dan terdapat kelemahan pada Penetapan
IKU dan PK sehingga Laporan Kinerja tidak dapat diandalkan

2 Laporan Kinerja disusun  belum menyajikan informasi  pencapaian
sasaran vyang beronentasi outcome, pencapaign KU, informasi
kinarja yang telah diperjanjikan.

3 Informasi  evaluasi dan anslisis mengenal capaan kinefa belum
membandingkan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun' ini
dengan realisasi tahun sebelumnya

d. Evaliasi intermal
1) Pemanuhan evaluasi

Indikator kinerja utama (IKL) BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun
2022, telah ditetapkan namun belum mengacu pada Dokumen Rensira
OPD.

2) Kualtas evaluasi

indikator kinerja utama (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH tahun
2022, tidak dapat diukur secara obyaktif.
3} Pemanfaatan evaluasi

Hasll evaluas| telah ditindaklanjuti untuk perbalkan perencanaan program-
pregram, hasll evaluasl rencana aksi telsh ditindaklanjuti dalam bentuk
langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kegiatan

= Pencapaian Sasaran
1) Kinerja yang dilaporkan (QUTPUT)

Dalam DPA tahun anggaran 2022, ditetapkan anggaran Belanja
langsung BADAN PENDAPATAN DAERAH,

2 Kineria yang dieporkan (QUTCOME)

Pencapaian sasaran dari 1 ( satu) sasaran strategis tahun 2022 Tidak
melebihi target yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja
terhadap 2 (dua) Indikator kinerja utama pada BADAN PENDAPATAN
DAERAMH dengan rincian sebagal bernkut :

a) Penetapan Indikator Kinerfa Utama belum mengacu pada
Dokumen Renstra OPD



b) Penetapan Perjanjian Kinerja belum mengacu pada
Dokumen Renstra OPD.

c) Laporan Kinerja OPD belum mengacu pada Dokumen
Renstra OPD

Terhadap permasalahan yang felah dikemukaksn di atas, kami
merekomendasikan kepada Bapak Kepala BAPENDA beserta saluruh
jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikit

a Supaya laporan kinerja dibuat secara barkala,

b Dalam hal penyusunanan Indikator Kinerja Utama supaya
mengacyu pada Dokumen Renstra OPD.

¢ Penyusunanan Perjanjian Kinerja supaya mengacu pada Dokumen
Renstra QPD.

d. Supaya laporan kinerja dibuat dengan membandingkan realisas
capaian kiner|a dengan realisasi capaian kinera dilevel nasianal

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas kinerja instansi pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

INSPEKTUR KAB PADANG LAWAS

HIP 18770820 15‘5511 1001
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[{(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSH
PEMERINTAH LAKIP BAPENDA TAHUN 2022

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat
rakhmat dan kurunia serta perkenan-Nya, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) Tahun 2024
Laporan: kinerja imi disusun berdasarkan Intruksi Presiden Nomaor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dengan perubahan nomenkiatur atas Organisasi
Perangkdt Daerah, maka Badan Pendapatan Daetah Kabupaten Padang
Lawas memiliki tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

Dalam laporan kinerja ini kam| melaporkan program dan
kegiatan yang dinericanakan sesuai dengan dokumen perencanaannva
dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupat: Padang Lawas, sekaligus sebagai wujud
komitmen segenap aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Dagrah
Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan vang dimiliki.

Penyusunan 'l..nfmran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapotan Daerah tidak ferlepas dari kendala-kendala vang
dihadapi oleh masing-masing bidang, namun tetap divpavakan dengan
semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan
koordinasi. dan asistensi yang bersifat persuasif. Akhimva semoga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Padang Lawas dapat memberikan informasi serta
metjad]l parameter untuk dapat lebih memacu peningkatan kinerja
aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lowas pada
tahun-tahun vang akan datang.

Sibuhuan,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANC LAWAS |

GI. HAMONANGAN DAULAY
Pembina Utama Muda
Nip. 19720908 199302 1 002




[((LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LAKIP BAPENDA TAHUN 2022
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1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilltas Kinera Instansi
Pemetintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintaht diwajibkan untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) vang merupakan
bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Pelaksapasan lebib lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Némior 53 Tahun 2004 tertang Petusjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata
Cara Revieu atas Laporan Kinerja nstansi Pemerintah.

Aktintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suaty instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dtau kegapalan pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dalam mencapai sasaran vang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemwrintsh vang baik, Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatikan peran serta
fungsi Bapenda yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintal daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas perbantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
dilakukan tidak hanva mempertimbangkan visi dan misi daerah melainkan
keselarasan dengan tujuan dan sasaran vang ingin dicapai pada lingkup
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

» TUJUAN PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pembent mandate
vang telah dan seharusnya dicapai;
Sebagai upaya perbaikan herkesinambungan bagi instansi pemerintah

[

1
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urituk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan  Laporan Kinerfa Instansi  Pemerintab  (LKIF}  Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022, mengacu
pada beberapa peraturan perundang-undangan vang menjad] dasar
penyusunan, vaitu sebagai berikut

1. Undang-imdang Nomor 25 Tahwn 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44221);

pd

Undang-undang Nomor | tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah);

3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Ewvaluasi pelaksanaan Renana

Pembangunan Daecrah, (Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817

Peraturan’ Pemerintnh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6 Surat Sekretaris Dacrah Nomor 060/42/2023 tentang Penvusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).

1]

1.3 Maksud dan Tujuan
4 Maksud

Maksud dari penvusurian Laporan Kinerja Instansi Pemeriritah  (LKIP)
adalah memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran,
pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Padang Lawas pada Tahun Anggaran 2022;

< Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2022, yaitu: Scbhagal bahan evaluasi terhadap kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022,

2
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untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka
metnperbaiki kinerja Bapenda Padang Lawas di missa vang akan datang,

1.4 Proses Bisnis BAPENDA

PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

PROSES BISNIS LEVEL 1 dan 2 di OPD

-

PENGELOLAAN |
PENDAPATAN ASLI

| DAERAH T LEvE

PENGAWASAN
_ DAN
PENGENDALIAN

{ ]

Proses hisnis level 1 (OPD) adalah untuk mewojudkan
- pencapaian sasaran sirategis OrD (IKU OrD)
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PROSES BISNIS LEVEL 2 di OPD

P::m bisnis level 2 (OPD) adalah untuk
m:wujuﬂ.km pencapaian sasarin pmgram di OPD

! a
 — — —— —— e
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visi : “MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYVA

(BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS™
Misi : Misi Kesatu yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepanian
transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

| 0 T = == = ————————
e ___.—__ enis Proses Tt
No | - Nama Peta Proses ) s e e B ta Proses
_ | =S SRR EESNEI B O L Jtama/Pendukung e i |

it

BAPENDAPSLLOY
BAPENDAPSULZ

1 |Meningkamya hasil pengelolaan sumber pondapatan Utamia
Z Meningkatiya kualitas pelayanan publik bidang pendapatan daeri Utama
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SIRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




HEAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LAKIP BAPENDA TAHUN 2022]

1.5

Tuges, Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah  sebagal  unsur  pelaksana  dserah  vang
menyelengarakan  urusan administrasi  keuangan di bidang  pendapatan
dengan tugas untuk melaksanakan kebyakan daerah di bidang pengelolaan
Pendapatan Daerah dan Tugas Pembantuan lainnva berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Rincian tugas. fungsi dan tata kerja BAPENDA
diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 38 tahun 2019 teritang
Perubahan Atas Peratoran Bupati Padang Lawas Nomor 40 Tahun 2016 Tentang
Tugas Pokok dan Fungst [abatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Padang
Lawas, dalam melaksanakan tugasnya BAPENDA mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah pernyusunan
rumusan kebijoksanaan tekms serta program kerja;

b Pelaksanaan yang melipuli segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pemiungutan dan pemasulan pendapatan daerakhy

c. Pelaksanaan ketatausahaan wvang meliput segala usaha dan
kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha,
umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

d. Pengkoordinnsian yang meliputi segala usaha yang berhubungan
dengan peningkatan pendapatan asli daerah;

¢. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan Kegiatan untuk
melaksanakan pengamanan teknisatay  petunjuk pelaksanaan
vang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang- undangan vang,
berlaku;

f.  Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan
barang miliknegaradaerah;

g. Pembinaan terbadap UPTB;dan

h.  Pelaksanaan tugns kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Padang Lawas mempunyai fungsi sebagal berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di Widang keuangan (sub Pengelolaan
pajak dan Retribusi Dagrah);

=

Pelaksanaan Tugas dukungan bidang keunngan (sub Pengelolaan
pajak dan Retribusi Daerah);

3. Pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang keuangan (sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah);

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
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pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah )

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
Lugas dan fungsinya.

Badan Pendapaton Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah
di Bidang Keuangan/Fendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Pendapatan Daecrah  mempunyai  tugas membantu  Bupati
melaksanakan fungsi  penunjang  Urusan  Pemerminh di - Bidang
Keuangan/Pendapatan yvang menjadi kewenangan Daerah dalam tugas
pembantuan yong diberikan kepadanya;
Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tagas  sebagaimana
dimaksud menyelenggamkan fungsi :
Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan dacrah;
Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah;
Pemuantawar, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di
bidang pendapatan daerah;
4  Pembinaan teknis penvelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintah dibidang pendapatan daerah;
5 Pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
b Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bapenda terdiri atas :
1. Kepala Badan

Sekretariat, membawali ¢

2

Sub Bagian Penyusunan Program;
Sub Bagian Kevangan;

LTS

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahi :
Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

8. Sub Bidang Pendtaparn:

9. Sub Bidang Penagihan.

~

(28]
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10 Bidang Pengendalian dan Pelaporan, membawahi :

1L Sub Bidang Pemeriksaan dan Penertiban;

12,  Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporany;

13, Sub Didang Pembinaan, Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi
Pendapatan,

14. Bidang PBB-P2 dan BIHTB, membawahi :

15, Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;

16, Sub Biddng Pelavanan, Pengolahan Data dan Informasi;

17.  Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;

18.  Unit Pelaksana Teknis Badan (UTTB).

19. Kelompok Jabatan Pungsional.

Sekretariat dipimpin olch Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan;

Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

Masi ng-maﬁing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian vang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

URATAN TUGAS DAN FUNGSI
Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan
meluksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan  yang menjadi
kéwenangan dicrah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan
pendapatan daerah serta tugas pembantuan.
Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
I. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pendapatan daerah;
3 menetapkan  kobijakan teknis dibidang  perpajakan dan  retribusi
daerah;
3 menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Daevah dan Rancangan
Perubahan Pendapatan Daerah;
4. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan dalam rangka
B memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan
dan pendapatan daerahy;
6 memimpin  pelaksanaan  pematauan, evaluasi  dan  pelaporan
pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah:
mengkoordinasi pembinaan teknis  penyelenggarain  fungsi-fungsi

penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah;
8. menvelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan  barang
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dagrah;

Penyelenggarann pernbinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan
9. avaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah, BUMD, pinjaman

dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten;

Penyelenggaraan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  Unit

10, Pelaksana Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah; dan
11.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati.

Sekretariat

Sekretaris  mempunyai  tugas membantu  Kepala  Badan  dalam
menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawalan,
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan, penyusunan program
dan perencansan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana
Badan.

Untuk muwlaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan lata usaha
dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;

2 menglkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan Badan;
mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi
dan tatalaksana Badan;

mengkoordinasikan  pengelolaan  administrasi  dan penyusuman
laporan kepegawaian, kevangan dan perlengkapan;
mengkoordinasikan pembinaan administrasi kepada Untit Pelaksana
Teknis Badan;

pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Badan; dan

mengkoordinasikan penyusunan target/ pagu pendapatan daeraky

I--l

m

==d

8 mengkoordinasikan  pengembangan  sistemn informasi  pendapatan
" berbasis teknologi;
9, melaksanakan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Badan,

Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyal tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
Badan.
Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai
fungsi :

1 menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan

badan;

o menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan
kegintan badan;
Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis
badan;

T
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mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan

4. penyusunan RKASKPD, DPA-OPD, RKAP-OPD dan DPPA-OPD di
lingkungan badan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan keggiatan dari masing-
masing bidang di lingkungan badan;
s, Mmengkoordinasikan  dan mempermapkan  penyusunan  Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan;
- mengkoordinasikan  dan melaksanakan  monitoring, cvaluasi  dan
pelaporan kegiatan di lingkungan Badan;
g mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan
informasi;
g, mengkoordinasikan  dengan  setiap  Bidang untuk  persiapan
pelaksanaan jadwal kegiatan;
melnkukan keordinasi dan menyusun kebijakan lsporan keuangan
10 meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan
keuangan;
meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembavaran dan
I surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM);
3 menyinpkan dan mengadministrasikan Surat Perirttah  Membavay
(sPMY;
% melakukan verifikasi, meneliti don menguji setiap dokumen/bukti
* serta Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
14 melaksanakan penyusunan daftar gafi dan tambahan  penghasilan
" Pegawai Negeri Sipil;
15. menghimpun dan menvusun terget pendapatan daerakh;
16. merumuskan pengembangan sistem pendapatan berbasis teknologi;
- :w_nvusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
an
18, melaksanakan [ungsi lain vang diberikan oleh Sekretaris
Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Kevangan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelalaan keuangan
Badan.

L.nh:k melaksanakan tugas , Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

2

L

melaksanakan tata usaha, administrasi kevangan dan perlengkapan;
menganalisis kebutuhan, pengadaan dan melakukan administrasi
barang;

menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka
penatausahnan keuangan;

melaksanakan penatausahaan dan pertanggungiawaban keuangan
orD;

Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang
kevangan di lingkungan Badan:

o
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5 Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi kéuangan, melipuli
penerimaan, penyittipanan, pengeluaran dan pembukuan;

7. melaksanakan pembayaran gaji pegawai;

g menyusun laporan pertangpungiawaban atas pelaksanaan tugasnya:
dan

g, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris,

Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan mempunyai tugas pokok
melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan  administrasi  umum  dan  kerumahtanggaan  serta
administrasi kepegawaian
Untuk melsksanakan tugas , Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi:

L mengelola urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas,

keprotokolan dan rumah tangga;
2. melaksanakan tata usaha dan admitiistrasi kepagawalan;

5 menyispkan bahan pembinaan hukum, organisasi Jdan ketutalakgangan
badan;
4. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat;

melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan
Baclan;

g, menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan
keindahan di lingkungan Badan;

menvelenggarakan  den  mengoordinasikar  penerimaan  tamu,
keprotokolan; penyedinan fasilitas rapat-rapat Badan dan upacara kantor
menyusun laporan perlanggungjawaban atas pelaksanaan lugasnya; dan

9, melaksanakan fungsi lain vang diberikan oleh Sekretaris

!.Fl

=1

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan dalam pendaftaran dan pendataan objek dan subjek
pajak daerah (kecuali PEB dan BPHTB) dan retribusi daerah, penghitungan,
penetapan dan penagihan pajak don retribusi daerah yang teratang.

Untik melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
mempunyai fungsi ;

1. merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang:

menyiapkan  rumusan  kebijakan  dan  petumjuk  teknis

2 tentangpendaftaran dan penctapan waijlb pajak dan retribusi daerah,
serta penagihan pajak dan retribusi daerah yang terutang;
mengkoordinasikan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak
dan Waiib Retribusi;
4. mengkoordinasikan dan menetapkan besarnya tarif pajak dan retribusi
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daerah;
mengkoordinasikin penagihan pajak terutang serta tunggakan pajak
dan retribus daerah:
6. mengkoordinasikan piutang pajak dan retribusi daerah;
malaksanakan pelavanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atas
keberatan dan permohonan banding;
mengkoordinasikan  dengan  instansi  terkait dalam pelaksanaan
pengelolaan PAD;
9. melaksanakan pembinaan terhadap UPTB;
(0. mengkeordinasikan penyusunan target/ pagu pendapatan daerah;
11, melaksanakan togas lain yang dipenntabkan atasan,

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai  tugas
melaksanakan sebagian tugas bidang dalam rangka pendaftaran  dan
pendataan objek dan subjek pajak daerah din retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Peridataan
mempunyai fungsi |
menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak
dan retribusi daerah;
midakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil
pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah dan
retribust daerah;
menetapkan romor pokok wajib pajak dserah (NPFWIL) dan nomor
pokok wajib retribusi daerah (NPWRD);
membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi
daerah:
5 melakukan koordinasi dengan instansi/sub bidang lainnva terkalt
dengan objek dan subjek pajak dacrah dan retribusi daerahy;
6. melaksanakan ekstensifikasi dan mtensifikasi objek dan subjek pajak
daerah dan retribusi daerah;
7. membuat dan mengelols kartu data objek dan subjek pajak daemh
8. menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang
berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
10. melnksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang,

1.

s

T

Sub Bidang Penetapan
Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang dalam melakukan penetapan dan penerbitan surat ketetapan
pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai
fungsi :
1. Melaksanakan penctapan pajak daeraly
, Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan penetapan
B tambahan;

=
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Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SKPD
3. ambalian kepada Bubjek Pajak Daerah baik langsung maupun

melalui instansi terkait, UPTB, dan Sub Bidang Peragthan:
4 Mengelola dan mengarsipkan surat perpajakan dan retribusi daergh
vang béerkaitan dengan pénétaparn pajak dan retribusi daerah;
Menerima dan melayani surat permohonan keberatan dan surat
permohonan banding atas materi penelapan pajak Jdan retribusi
daerah;
Memyinpkan keputusan menerima atau menotak keberatan pajak dan
6. petribusi daerah, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding
ko majelis pertimbanpan pagak;
Melakukan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD) dan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPIPD);
g Menvyiapkan pagu pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan

retribusi diaerah;

. Menvusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fugas: dan

10, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaln Bidang,

E'JI

Sub Bidang Penagihan
Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyval tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang dalam melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah kepada
wajib pajak dan wajib retribusi dacrah.
Untuk melaksanakan tugas. Kepala Sub Bidang Penagihan mempunvai
fungsi -

Mendistribusikan surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi

1. daerah dan surat ketetapan lainnya vang berkenaan dengan
peridapatan asli daeraly;
Mengintensifkan pemungutan dan peragihan pajak dan retribusi
daerah serta pendapatin lainnya;
manerbitkan Surat Tagilan Pajuk Daeraly (STPD) dan Surat Tagifuan
Retribusi Daerah (STRD);
Melaksanakan penyetoran atas tagihan pajak dan retribusi daerah
serta pepidapatan daerah lainnva ke kas daerah;
Melakukan penagihan akis piutang pajak dacrah dan retribusi daerah
serta piutang daerah lainnya;
Menviapkan luporan realisasi penerimaan dan tunggakan atas
pendapatan asli dacrah secara periodik;
Melakukan penagihan atas piutang pajak dan retribusi daerah serta
piutang daerah lainnya;
R Mengkoordinir laporan dari setiap petugas UI'TDB atas realisasi
" penerimaan pajak dan retribusidaerah;
9. Menyusun laporan perfanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

10, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

|

L

=il

Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Kepala Bidang Pengendalion dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan  dan
penertiban, pengendalian operasional dan pelaporan serta pembinaan dan
penvualuhan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan
mempunyii fungsi
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11,

1
13.

14.

Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
Menyiapkan rumitisan kebijakan dan potunjuk teknis terkait
pengendalion dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daeraly;
Mengkoordinasikan pemeriksaan dan penertiban objek dan subjek
pajak dan retribusi daerah;

Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pendapatan daerak;

Mengkoordinasikan pembinaan dan penyuluban wajib pajak dan
retribusi daerah;

Melaksanakan pembitaan terhadap UI'TB;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan penerimaan pendapatan
daeraly;

Mengkobrdinasikan pelaksanaan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran benda berharga;

mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan
pendapatan daerah;

Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dana perimbangan;
Mengkoorndinasikan penatausahaan retribusi daceah dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OFD) pengelola teknis dalam hal
pelavanan, penilaian, pendataan dan penetapan;

Merumuskan dan menyediakan karcis dan benda berharga lainnva;
Mengkoordinasikan penvusunan target/ pagu pendapatan daerah
dan

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penertiban

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penertiban mempunyai tugas pokok membanty
Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman
tekmnis di Bidang Pemeriksaan dan Penertiban,

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penertiban
mempunyai fungsi :

2

Menyiapkan ramusan kebijakan dan petunjuk teknis terkait
pemertksaan dan penertiban wajib pajak dan retribusi daerah;
Melakukan pemeriksaan lapangan/lokas] terhadap objek pajak dan
subjek pajak daerah, dan retribusi daerah;

Mengkoordinasikan dengan instansi terkait, wijib pajak dan wajib
retribusi daerah atas pemeriksaan dan penertiban objek dan subjek
pajak, dan retribusi daerah;

Melakukan pemieriksaan pembukaan terhadap wajib pajak dan
retribusi daerah;

Menyusun laporan pemerikssan terhadap wajib pajak dan retribusi
daerah;

Mengkoordinasikan laporan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan
retribusi daerah;

Mengkoordinasikan dengan instansi terkait atas pelaksanaan
penertiban terhadap objek pajak dan retribusi dacrah vang melanggar
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10,
I.

ketentuan peraturan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
Melaksanakan penertiban dengan menerapkan sanksi terhadap obijek
pajak dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan
perpajakian daerah dan retribusi daerahy;

Menyusun laporan pelaksansan penertiban objek pajak dan retribusi
daerah;

Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan aleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi, Pengendalion dan Pelaporan mempunvai tugas pokok
membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan
dan pedoman teknis di bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

Untuk melaksanalan tugas, Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan, mempunyal fungsi :

1.

2

~4

10,
11.

12

13

14
15.

Menyinpkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis terkait evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan
pemungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatsn lainnya secara
berkala;

Melaksannkan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan
pajiuk, retribusi daerah dan pendapatan lainnyva secara berkaly;
Menyelenggarakan pernbinaan teknis operasional dan petunjuk
kepada unit kerja daerah pengelola pajak dan retribusi daersly
Melaksanakan pengendalian dan pengawasan internal tehadap
administrasi dan blanko cetakan atas pengelolsan dan pemunguian
pajak dagrah dan retribusi daerahy;

Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan pajak,
retribusi daerah dan pendapatan lannya;

Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak, retribusi daerah dan
pendapatan lainnnya dengan instansi/ bidang/ seksi terkait;
Menvusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak;
retribusi daerah dan pendapatan lainnya secara berkala;
Mengkoordinasikan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan
pajak, retribusi dacrah dan pendapatan lainnya secara berkala;
Menyusun buku laporan operasional Pendapatan Daerah;
Memberikan sisrat peringatan atau teguran kepada UFTB dan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas keterlambatan penyampaian
laporan Pendapatan Daerah;

Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan yang bersumber dari dana
bagi hasil pemerintah dan pemerintah daerah lainnya;

Menyiapkan target pendapatan dacrah yang bersumber dari
pendapatan transfer dan lain-lain PAD vang sah;

Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang,

10
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Sub Bidang Pembinaan, Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi
Pendapatan

Sub Bidang Pembinaan, Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi
Pendapatan mempunvai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam
menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis i bidang
Pembinaan, Penvuluhan dan Pengembangan Teknologi Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pembinaan. Penyuluhan dan
Pengembangan Teknologi Pendapatan mampunyai fungsi :

1. Menviapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis terkait

pembingan dan penyuluhan wajib pajak dan retribusi daerah;

2 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penvuluhan

terhadap wajlb pajak dan retribusi daerah;

3. Menyusun dan merekomendasikan daftar nama wajib pajak dan

waiib retribusi yang taat membayar pajak dan retribusi;

4. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada wajib pajak dan wajib

retribusi atas ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah;

5. Menyusun dan merekomendasikan daftar nama wajib pajak dan

wailb retribus] vang melanggar ketentuan perpajakan dan retribusi
daerah;

&, Mengkoordinasikan daftar wajib pajak dan wajib retribusi daerih
vang melanggar ketentan perpajakan dan retribusi daerahy;
Menghimbau wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui media
cetak dan elekironik atas kewajiban membavar pajak dan retribusi
daetah:

8. Melakukan pemasangan himbauan pajak dan retribusi daerah berupa
baliho, spanduk dan sejfenisnya;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisas) peraturan perpajakan dan
retribusi daerah terhadap wajib pajak dan retribusi daerah;
10.  Melaksanakan sosialisasi perdturan perpajokan dan retribusi daerah
terhadap wajib pajak dan retribusi daerah;
11. Melaksanakan kebijakan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang
berbasis teknologi informasi;
12 Melaksanakan kebijikan teknis pengelolaan sistem informasi Pajak
dan Retribusi Daerah;
13, Melaksanakan kebijakan sistem informasi pelayanan Pajak dan
Retribusi Daeraly;
14, i&ln:sanakan pengembangan sistem informasi Pajak dan Retribusi
CTIT
Mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi Daerah baik
intermal maupun eksternal;
16. Menyusun laperan pertangiungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
17. Melaksanokan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e |
.

15,

Bidang PBB-PZ dan BPHTB

Kepala Bidang PBE-I? dan BPHTB mempunyal tugas menyusun dan
melakspnakan  kebijakan  dan  pedoman  tekpis  dibidang  penagihan,
pengendalian dan péngembangan.
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Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai
fungsi :

I
%

_—

3

u

8

9.
10.

1.
T2

13,

14,
15,

Merumuskan perencanaan program)/ kegiatan Bidang;
Mengkoordinasi pelaksanaan penagihan pajak dan Dana Bagi Hasil;
Menyiapkan rimusan kebijakin dan petunjuk teknis tentang
pengelolzan dan pemungutan PBB P2 dan BPHTE;
Mengkoordinasikan pendataan dan penilaian terhadap objek dan
subjek pajak PBB P2 dan BFHTB;

Mengolah data objek dan subjek pajak PBB P2 dan BPH'TB melalui
surat permohonan pendaftaran, mutasi, pemecahan dan
penggabungan objek pajak; |

Meanyusun daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTH;
Melaksanakan penghitungan, penetapan dan verifikasi jumlah pajak
PBB P2 dan BPIHTB serta memberikan pelavanan pengurangan dan
keberatan sestai dengan ketentuan yang, berlaka;
Mengkouordinasikan pengelolaan basis data dan informasl abjek dan
subjek pajak PHB P2 dan BPHTB;

Mengkoordinasikan penagihan piutang pajak BB P2 dan BPHTS;
Menyusun laporan penerimaan dan tunggakan PBB 2 dan BPHTS;
Mengkoordinasikan laporan pengelolaan dan pungutan FBE P2 dan
BPHTH;

Mengkoordinasikan pengembangan poterisi PBB2 dan BPHTB melaui
intensifikast dan ekstensifikas;

Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Nilai Jual Objek
Pajak PBB-P2;

Mengkoordinasikan penyusunan target/ pagu pendapatan daerah,
dan

Melaksanakan tugas-tugas lalhrva vang diperintabkan atasan,

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
Sub Bidang Pendatann dan Penilaian memputivai tugas pokok membantu

Kepala Bidang dalam menynsun dan melaksanakan kehijakan dan pedoman
teknis di bidang Penidataan dan Penilaian,

Untuk melaksanakan tugas, Kepidla Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
nempunval fangs: :

2

o

a w

Menyiapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang
penditaan dan penilalan objek pajak PBB P2 dan BPHTE;
Mendistribusikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOPY);

Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak
PBB P2 dan BPHTE;

Melaksanakan intensifikasi dan eksiensifikasi PBB dan BPHTB;
Membuat darn memaelihara dattar induk wajib pajak;

Menetapkan Nomor Pokok Waijib Pajak Daerah (NPWPD);
Melaksanakan pemetaan dan penilaian atas objek pajak PBB P2 dan
BPHTE;
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8.
9.
10.

11

12

13,
14.

Menyiapkan data untuk penyusunan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
Melaksanakan penghitungan dan penetapan besaran pajak PBB 2
dan BPHTE:

Mengkoordinasikan penghitungan dan penetapan besaran pajak PBB
P2 dan BPHTE;

Mengkoordinaskan venfikas: terhadap Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTE;

Mengarsipkan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendatusan
dan penilaian;

Menyusun laporan pertangpgungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
Mulaksamalean tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan informasi
Sub Bidang Pelayanan, Peagolaban Data dan informasi mempunvai tugas

pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan
kebijakan dan pedoman teknis di bidang Pelayanan, Pengolaham Data dan
informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pelavanan, Pengolahan Data
dan informasi mempunyal fungsi :

1.

it |

1.
1

Melaksanakan pelayanan administrasi terhadap wajib pajak ats
pencrimaan dan penilaian berkas permohonan pendaftaran, mutasi,
pemecahan dan penggabungan objek pajak:

Meloksanakan pelayanan administrasi penerimaan dan  penelitian
berkas atas permohonan pengurangan dan keberatan pajak;
Mengkoordinasikan permohonan pendaftaran, mutasi, pemecahan
dan penggabungan objek pajak, serta permohonan pengurangan dan
keberatan pajak;

Melakukan pengentrian dan pengolahan data objek dan subjek pajak
ke dalam basis data PBB P2 dan BPHTB;

Memproses keluaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2,

Memproses dan mengkoordinasikan Surat Pemberitabuan  Pajak
Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Keletapan Pajak (DHEP)
PBB P2 serta miengembangkan Sistem Manajermen Informasi Objek
Pajak;

Mengkoordinasikan  penyusunan  laporan  ketetapan,  realisasi
penerimaan dan tunggakan FBB P2 dan BI'HTB;

Mengkoordinasikan persediaan dan penggunaan Blanko cetakan PBB
P2 dan BPHTE;

Melaksanakan sosialisasi/penyuluban terhadap wajib pajak, instansi
terkait, dan mitra kerja atas pengelolaan dan pemungutan PBB P2 dan
BPHT;

Menviapkan pagu pendapatan daerah vang bersumber dari PBB dan
BPITE;

Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

i3
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Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempurivai tugas pokok membantu
Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman
teknis di bidang Penagihan dan Keberatan,

Untuk meliksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
mem punyai fungsi |

1.
Y.

.3‘!

9
10,
11.
12
13.
14.
15.
16.

17.

18.

9.

Menyiapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis terkait kegiatan
penagihan dan keberatan pajak FBB P2 dan BPHTH;

Mendistribusikan SFPT dan DHKP PBB P2 melalui aparat pemerintah
Kecamatan, Desa atau Kelurahan;

Menviapkan berita acama tanda tetima SPFT dan DHKP PBB P2
masitng masing Desa dan keluraharn;

Menginventarisir potongan bukti penerimaan SPPT PBB P2 aleh wajib
Pajak, SPPT ganda, dan SPPT tidak ditemukan objek dan subjek
pajaknya dari masing-masing desa don kelurahan;
Mengkoordinasikan bukti penerimaan SPPT PBB P2, SPPT ganda, dan
SPPT tidak ditemukan objek dan subjek pajaknya diri masing masing
desa dan kelurahan;

Menerbitkan dan mendistribusikan surat tagihan pajak dacrah atas
PHB P2 dan BPHTB vang telah jatuh tempo pembavaran;
Mengintensifkan penagihan piutang pajak PBB P2 dan BPHTHS;
Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan
langsung ke rekening kas umum daerah sesuai ketentuan vang
berlaku;

Melakukan rekonsiliagi penerimaan PBB P2 dan BPHTE dengan
irtstansi terkait dan Bank Layvanan perenmaan yang ditunjuk Bupat
Menyusun laporan pencrimaan PBB P2 dan BPHTB secara berkala;
Mengkoordinasikan laporan penerimaan PBB P2 dan BIHTE;
Menvusun usulan penghapusan piutang pajak PBB P2 dan BIPFHTB
vang sudah kadaluarsa;

Menerima permohonan keberatan pajak:

Mengkoordinasikan dan memproses permohonan keberatan pajak:
Memproses  penerbitan  surat  persetujuan dan  atau  penolakan
permohonan keberatan wajib pajak; Menerima dan memproses Surat
Keberatan dan Surat Permohonan Banding;

Menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administras;
Menerima dan memproses permohonan pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
Memverifikasi lapangan alas permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, dan perighapusan atau pengurangan sanksi
administrasi;

Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang,

14
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2.2 Sumber Daya Bapenda
221 Data Kepegawaian
Berdasarkan data kepegawaian per 3 Desember 2022 pegiwai
Lingkungan BAPENDA berjumiah 18 orang terdiri dari :
1. ASN sebanvak 14 orang;
2. Tenagn Ahll sebanyak 1 orang;
3. Tenaga Kerja Sukarela 80 orang;
. Tenagn Kebersihan sebanyak 2 orangg;
. Tenaga Penjaga Malam sebanyak 2 orang;
. Tenaga Supir sebanyak 2 orang,

D 0 &=

Jumiah ASN BAPENDA sebanyak 14 orang dengan menggunakan data per
3] Desember 2022 diperoleh kondisi berdasarkan jenjang pendidikan dan
golongan Tuang seperti vang tergambar pada grafik berikut :

Data ASN BAPENDA Bardusarkan lonjang
Pestiliban Pas 11 Dus 2009

: i BT

al3

= TARIANA

& PALCASALIANA

Gambar 1 - Data ASN berdasarkan Pendidikan

Duats ASN BAPENDA Berdassekam
Geprungun Musnyg Mer 31 Dies 7020
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Gambar 2 - Data ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Jumlah Tenaga Honorer BAPENDA sebanyak 80 orang dengan
menggunakan data per 31 Desember 2022 diperoleh kondisi berdasarkan
jenjang pendidikan dan jonis kelamin seperti vang tergambar pada/ grafik
berikut ;

Data TRS BAPTNDA Mrrdasarsan Th, Pendidiian
Per 31 Des 2020

ESLTA
ekl
= SANLIANA

Gambar 3 - Data TKS berdasarkan Pendidikan
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oot THS BAPENDA Berdasarian Juls lelumin
i 31 D 20I0

m Linki-laki

W Fargmpuan

Gambar 4 - Data TKS berdasarkan Jenis kelamin
Sumnber data : Sub. Bagian Umum BAPENDA data per 31 Desenber 2002

1. Data Sarana dan Prasarana

Lokasi BAPENDA berada di komplek Perkantoran SKPD Terpadu,

BAPENDA belum memiliki gedung tersendirl, sementara ini masih

bergabung dengan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

(BPKAD). Ruang vang tersedia antara lain:

1. Ruang kerja Sekretariat, ruang Bidang Pajdk dan Retribusi, dan ruang
Server ada di dalam satu ruangan yang sama dan hanya dipisahkan
dengan skat.

2. Ruangan Pelavanan, ruang bendahara, ruang Kabid Pehgendalian dan
ruang Kabid PBB berada dalam satu lantai di gedung yang sama,

Gurna mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta

pilayanan pada Bidang Pendapatan, tempat berkerja BAPENDA sangat

tidak sesuai sehingga perlu dibangun gedung fersendiri baik untuk Kantor
pelayanan maupun untuk BAPENDA sendiri.

Adapun sarana dan prasarana lain yang dimiliki BAPENDA sebagaimana

telah tercatat dalam KIB B tersaji pada tabel berikut:
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1 | 5 4 3
1 |[E0LgLOL00) (Sedan 1 Uit
I |MOigLOL0E |lesp 1 Uit
3 |020L0L04001 [Sepeda Motor 7 Umit
4 |2037E.00.0836 |Digterbon Anglyiur 2 Unpt
5 |E0ACO7.000 [Scanner (Lintveral Tester) 1 unit
5 [D0E0 (0% [Lsine] Penylmpan E] Unit
7 2050106000 Lemarl Kayu . I
8 02050004005 [Filing Cabingt Besl a Uit
9 |02.05.00 04007 [Brandias 1 [
10 [02.05.00.04.007 [Lemm| Kaca 3 Ly
1 |00E LS008 [Mesin Abseny 1 Uit
12 00050105043 (10D Projector/Infaeis 1 Uit
13 (0201016 [Maa Tambahan £ Linis
14 |J0EE0201.030 [Kursi Rapat & Uinis
15 |02 0S0201.031 |Kursi Tamu 3 Unit
16 [ B0E0L033 |Kars Bisa 13 Unle
17 |01.05.020L038 |Kursi Lipan 2 Uit
18 |02,05.0.00,048 |Sofa 1 Umit
15 [2.05.02.04.003 |A C Window 1 Uit
W0 |os0n0e0n [Teievs 1 Unit
Il  |R050LUE03E [[Rapsmer 2 Unit
3 |[EOEIETLe | M Kera Fajobat tseion IV 4 Unit
73 |6.05.03.0L008: [Meja ferjp Pegawe Nan Strulital 3 Uit
M |07.05.05.0L00% |Mejn Kera Prjabat lainlsin g Linlt
25  |(3.0503.02005 |[Mein Fapat Peiabat Eselon i) 1 Lnlt
6 |W.05.03.03005 [Korsi Karja Pojabat B=iop T Linlt
27 |.05.03.02.006 |Kursi Karja Pojabiat Eseion IV 18 Unit
I8 |@.O60L03.009 [Kuesi Kerja Pejabat lainnya i3 it
19 |R.0503.07.006 {Lemor Buliu Untuk Pejabet Eselon il 1 unit
30 |02.05.03.07.007 |Leman Buku Atgip Lintui Arsip Tinamis i unit
31 |020600.00.088 |Uimimterruptiote Power Supply [UFS) ) Uit
32 |02.07.0.08140 |Perforstor S Electric 1 Uni,
3 |0L08.0L 1L |Sbilier z unit
34 |U2.08.00 3A.055 [Mesin Printing z Unjt
35 |02.08.0L4L150 |Petsonal Compuler i7 Unirt
36 |02.09.04.00,096 |Stawol z Unii
37 02100100002 |Lap Too 10 Ui
IR |02 B0 02.003 |Note Baok 2 Uit
30 [DL10po01m | Plotter [ Perdlitenh Malnframs) 1 Unit
40 [021002.03.003 |Printer |Perdlatan Mmool Ksmputer) 37 unie
41 [02.1000.03.004 |Stannet (Peralitan Persons Komputer] 1 Unit
42 |021002.04.000 |Sener. 1 Lk
43 02100204002 [Router i Wit
44 |0zipmeodoes [Hub 7 o
45 |021002.08 083 [Perulitan Lirinigan |ainnya 7 unit

Tibel T - Sarina dan Prasarana BATENDA data per 31 Desember 2022

Dalam upaya meningkatkan pelavanan di Bidang Pendapatan
BAPENDA telah memanfaatkan teknologi informasi vaitu dengan
menggunakan Aplikasi Smart BPHTB, Aplikasi SIMPATDA dan SISMIOP
yvang telah terintegrasi dengan Bank Sumut sehingga memudahkan
masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran
pajak dan retribusi pajak.
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» Sistematika Penulisan
Bab 1 Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan pengjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisast serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab im diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan serta permasalahan utama.

Bab I11 Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kipnerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
arganisasi untuk sehiap pernyataan kinerja sasaran stratiegis Organisas,
Untuk setiap pernvataan Kinerja sasaran strategic tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Kinerja Organisasi;

Perbanilingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022
Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu;

Analiga penvebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan,

2. Analigis atas efiviensi penggunaan sumber dava:

6. Tindaklanjut Rekomendasi LHE [nspektorat.

Bl

=

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

it
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21 VISI dan MISI
Memasuki era pembangunan lima tahun ketiga, Kabupaten
Padang Lawas sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Padang
Lawas memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Via
Pembangunan Kabupaten Padang Lawas 2020-2024 yaitu, Sesuai dengan

kewenangannya, maka BAPENDA Kabupaten PFadang Lawas
mendukung

“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG
BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN HBERBUDAYA
(BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS"

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan
Dacrah sebagai berikut:
Misi Kesatu yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan vang bebas
kerupsi, kolusi dan pepotismie dengan mengedepankan transparansl dan
akuntabilitas vang didukung aparatur pemerintahan  yang jujur,
berintegritas, professional dan responsive.
MISI :

Misi adalah suatu vang harus diemban atiu dilaksanakan oleh
Badan Pendapatan Daerah agar tujuan Organisasi dapat terliksana dan
berhasil dengan baik sesuai dengan Visi vang ditetapkan. Dengan
pemyataan Misi mampu membawa Badan Pendapatan Daerah memberikan
penjelasan tentang  keberadaannya  dalam  melakukan  aktifitas  dan
interaksinva melalul program-program yang ditetapkan beserta hasil yang
akan diperoleh dimasa yang akan datang.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

< Tujuan
*Meningkatkan Pendapatan Daerah (PATDA)Y"
% Sasaran
1. Meningkatnya Hasil Pengelolaan Sumber Pendapatan;
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Penidapatan Daerah.

2.3.Indikator Kinerja Utama

| " Indikator Dl |
No Sasaran Strategis Kinerja Operasio nal Fornyulas) Sumber Data
1| Mealngkatoys Jumlah SOP fr SK Dupatl 350F | jlasil survey [ & Badacp
stanslar pelayanan starwlar krpuakan Pajak din
mussvarakat dalam pelavanan wajib pajak Ratribusi
membayar pajdk dan | yang akin dalam Dacrah
etz diteraphkan mendapatkan | % Hidarg
calam pelavanan Pengendal
penmsiolaan 1an dan
PAD Pelaporan
< Hidang
BB 2
dan
BPHTE
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- | |
I | Meningkatiya Jumiah # ApliksiSimpatda | Tercapainva. | @ Bidang
kemudahan akses aplikasi dalam | > Apitkasi Simiop | target yang Pajak dan
ayanan masyarakat | pembavaran | > Aplikasi Smart ditentukan Retribusi
dalam pembavaran prajak dan BPHTE Davrah
Pk dan retribusi retribual e Rl Tire Onllog & Hidang
P Pengendal
Lty el
Melaporan
& Hidang
I"BE P2
dan
BUHTH
3 | Penpelolaan potenst | Tasilitasi - Rembulan Diata Potenisi | € Bidang
peEnerimaan fostalicesi Pajak PALD ter- Pajok dan
pendapaton yang peigelalaan - Perulakhira | Upshile tiap Retribusi
baik Pendapation n Bata Pajak | Tahunnya Flacrah
Asli Davrah < Bidang
Penpuirutal
fan dan
Melaporan
€ Bidang
PBB 2
dan
| HPHTH
1 | Meningkatnya | Jumiah mitra [\ MOU dengan Rekening ¢ Bidang |
JrrjamaTm W kena dalam Hank Sgmut Koran per Pajak dan
dilakplezn dengan pungelolaan Huri dan Per Retribus
mitra kerja terkait pendapatan Bulun Daerah
pengelolaan daerah % Hidany
pendapatan daerah Penjendal
ban dan
Pelaporan
+ Bidang
'aB T2
dan
BPHITB
% Bank
. Sunit
5 | Mennimimalisir Jumlah » Menu Kode Billing | 4 Bidang
wriadinya Aplikasi yang Perdaltoran dan | Penetapan Fajak dan
penyumpangan pada | dizunakan Pendataam. Reetribusi
penpeiolaan dengan media Daeral
pendapatan dacrah Bk Sunut < Bidisp
Penzendal
ey clary
1 Pulaporan
24, DPerjanjian Kinerja
No Sasaran Indikator Targel
1 | Meningkatkan Kualitas Peesentase Pelavanan Tepat Waktu T
Pelayanan Pajnk | Indeks Kepuasan Masyarakat <
5 | Meningkatnya Pendapatan | Pementase Penerimaan Pajak Daecah | 5%
“ | Daerah Rasio PAD terhadap APBD
3 | Intensifikogl  Pajak Terselenggaranya Pembayvaran Pajak B0
Davrah dengan’ Sistern Onllne  dengan
Bank sumut.
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Terselenggaranya Penggalian Potensi
P'AD) secara bertahap :
o Pajuk Hotel (Rp 119.700.000,-) L21 %
4 b, Pajak Restaran (Rpl BS7.901400.) | 337 %
¢. Pajak Hiburan (Rp 27.270,000-) 0,04 %
d. Pajak Reklame (Rp 435.697.0000.-) 0.77%
e. Fajak Penerangan Jalan
Ekstensifikasi PAD (Rp6.205.618,-) 1,1 %
f. Pajak Air Tanah (Rp 200,000.000,-) 0,35 %
& Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan 343 %
(Rp 1.5918.350,000,) 21 %
v PBBP2 (Rp 6.768.383.417 -} 10,5 %
I, BPHTB (Rp 5.900.000.000.-) 0,04 %
i, Rettibusi Daerah (Rp 27.000.000,-)
k. Proyeksi Laba 2021 PT.Bank Sumut | 124 %
(Rp6.935.458.551,-)
l. Lain-tain PAD vang sah M5
(Rp2B.587 8100.426,-)

5 | Optimalisasi Terselenggatanya MOU  Lanjutan | 80%
Pendapatan  Tahun dengan  BPN dan Kejari Kabupaten
Anggaran 2022 Padang Lawas

6 | Indiex Kepuasan Terselenggaronya  Promesi  Pajak
Masyarakat dengan Baliho, Infarmasi Pajak secare | 50 %
Terhadap Pelayanan Online, penyelenggaraan Sosiafisas:
Bapenda sebagal  jalan  dulam  memberkan

informasi  mengenal  pajak  kKepada

. | masyarakal

Program Angearan

1 | Program Penurjang Urusan Pemerintahan Rp 5.047.154,887,00-
Davrah Kabupaten/Kota
2 | Program Pengelolaan Pendapatan Dagrah Rp 973.332800,00,-
R
2.5. Instrumen Pendukung

Insttumen Pendukung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang

Lawas:

A, ‘Situs resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas

yang beralamat di www bapenda. pac

lonlawns.go,d

b. Menyajikan berbagai informasi terkait Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas.

Foto Web site
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¢. Mengembangkan Aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepada
masyarakal seperti Rembulan Pajak (Rembug Lancar Pajik),

d. Melakukan Penyuluhan Pajak serta penyebarluasan Peraturan
Laerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggandeng
Piliak Kejuksaan Negeri Sibuhuan Kab. Padang Lawas
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31 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewafiban untuk
mempertangegung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai lujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
telah  ditetapkan melalul suatu media  pertanggungjawaban  yang
dilaksanakan secara periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB)} Nomor 29 Tahun
2010, “Akuntabilites  adalah  kewajiban  untuk  menyampaikan
pertanggungiawaban atau, menjfawab dan menerangkan kinera dan
tindakan seseorang/badan hokum/ pimpirian kolektif suatu organisasi
kepada pihak yvang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atay pertanggung jawaban™. Sementara kinerja instansi
pemerintah adalah gambaran mengenai' tingkal pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi
dan  strategi  inslansi  pemerintah vang  mengindikasikan  finghat
Keberhasilan dan  kegagalan pelaksanaan  keglatare-kegiatan  sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan misi  orgarisas:  dalam
mencapai sasatan dan tujuan vang telah ditetapkan melalui sistern
pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja adalah untuk
menilai pencapain secarn kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai
bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan,
kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah
memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya
indivithor oufpiet sajn, wiapi juga osrceme, manfast dan dampak serts
memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis,
terukur dan dapat diterapkan.

Capaian Indikator Kinemga Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Padang
Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:
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Rencana program dan kegatan yang dilaksanzkan oleh | Badan
Pendapatan Daeralt Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2024 mérupalkan
program dan keglatan dibidang pengelolsan pendapatan daerah yang disusan
dengan memperbatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, serth
diharapkan program-program inl nantinya dapat dilaksanakan dengan baik
dan memberikan manfaat bagt masvarakat fnas.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan terdini dani

2 (Dua) program, 9 (Sembilan) Kegiatan dao 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub

Kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. B,494,294 518 -

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah

sebagal berikut:
L Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
vang terdird dari 8 (Delapan) Keglatan dengan Total Pagu Program Rp
6.570.457.218,-
a. Perericanaan, Penganggaran, dan Bvaluasi Kinerja  Perangkat
Daerah, yang terdiri dari 3 (Tiga) sub Kegiatan dengan lotal pagu
Kegiatan Rp 46.540.000,- dengan rincian sebagai berikutt
L Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar
Ry 24.200.000,-

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar
Ry 9.990.000,-

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 12.350.000,-

b. Administrasi Kenangan Perangkat Daerah vang terdini dam 4
(Empat) Sub kegiatan dengan total Pagu Kegiatan sebesar Rp
3,377,149,828 - dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 3,301.728.828.-

2. Pelaksanaan Penatausahasn dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKI'D sebesar Rp 5.000.000,-

3. Koordinasi dan Penyusunan Lapopran Akhir Tahun SKPD sebesar
Rp 35.271.000,-

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulan/ Semesteran SKPPD Ep 35,150.000,-

¢.  Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
vang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan lotal Pagu Rp
15,535,000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengolahan Data Retribusi Daérah sebesar Rp 9,995,000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah vang terdiri dari 2
(Dua) Sub kegiatan dengan total pagu Kegiatan Rp 122,490,000
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya sebesar
Rp 164.600,000,-

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawainn sebesar
Rp 11,990,000,

e, Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 8
(Delapan) Sub  Kegiatan dengan total pagu Kegiatan Rp
1 481,985,090,- dengan rincian sebagai berikut:



[(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERIA INSTANSI
PEMERINTAH LAKIP BAPENDA TAHUN 2022|

1. Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor sebesar Rp 9,983,000 -

2 Penyediaan Peralatan dan Perlenglkapan Kantor sebesar
Rp 183,731,600

3. Penyedisan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp 1,716,000,

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp 19,301,240,-

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar
Kp 661,543,250,

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
sebesar Rp 15,180,000,

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp 16,980,000,

& Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKI'D
sebesar
Rp 573,550,0011.-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah yang memiliki 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan Pagu Kegiatan
Ry 426,442,000,- dengan rincian sebagai berikut:

L Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau  Lapangan
sebesar
Ryp 63,702,000,

2 Pengadaan Mebel sebesar Rp 36,740,000.-

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnvasebesar Rp 326,000,000.-

g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  yang
memiliki 3 (Tigs) Sub Kegiatan dengan Pagu Kegiatan Ep
9G4,725,000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 11,895,000,

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik
sebesar Rp 42,000,000,

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp
824,180,000,
h. Pemeliharsan Barang Milik Dacrah  Penumjang  Urusan
Pemerintahan Daerah yang memiliki 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan
Total Pagu Kegistan Rp  168,140.300- dengan rincian sebagai
berilut
1. Pényediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelibaraan, dian Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
sebesar Rp 104,540,500,

2. Pemcliharaan/Rehabiliasi Gedung Kantor dan  Bangunan
Lairmya sebesar Rp 20,610,000).-

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana  dan  Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 42,990,000,-

[I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH vang terdiri
dari 1 (Satu) Kegiatan dengan total Pagu Program Rp 1,923 837,300,-.

a. Kegiatan PPengelolaan pendapatan Daerah yang terdiri dari 10 Sub

Kegiatan dengan total pagu kegiatan Rp 1,923,837 300.- dengan
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rincian sebagai berikut:

. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kubijakan Pajak Dacrah sebesar Rp 34,142,000,

2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak  Daerah
sebesar
Rp 628,349,750 -

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
sebesar Rp 280,000,000,-

4. Pendataan dan Pendafiaran Objek Pajak Daerah sebesar

Rp 27,240,000,-

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) sebesir Rp 429,474,500,

6, Penetapan Wajib Pajak Dacrah sebesar Rp 38,496,000,

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebesar Rp 24,990,000, -

8  Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar
Ry 59,995,000,

9. Penctapan Wajib Pajak schesar Rp 31,466,000~

10, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar
Rp 61,045,000, -

11. Penagihan Pajak Dacrah, sebesar Rp 80,410,005 -

12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerab
sebesar Rp 88,250,000,

13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah sebesar Rp 243 460,050,-

L

™

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analiasis capaian kinerja adalah hasil-hasil perhitungan dari
pengukuran kinerja yang diterapkan berbanding  dengan realisasi
pelaksanpannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut
tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan sunty program dan kegiatan.

Hal ini dilakukan dengan tojuan agar dapat diketahuinya
pencapaian targel vang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi
vang telah dicapai, serta kemajuan-kemajuan yang dialami dan kendala
yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis,
indikator kinerja dan program serta kegintan yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapalan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupatet Padang Lawas pada tahun 2022 scbagaimana yang telah
ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon Il dan Bapak Bupati
Padang Lawas, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian
kinerja.

Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) adalal  pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah

ra
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diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD) sebagai
sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah
dalam meldksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai
dengan  kebutnhannya  guna memperkedd]  ketergantungan  dalam
mendapatkan dana kepada pemerintah.

Kemampuan  Dacrah  dalam  memajukan  perekonomian
daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD,
Besaran TAD dapat menjad] salah sati indikator dalam moenilai peran
dan kemampuan dacrah dalam membiayai pembangunan dan rumah
tangganya sendiri (self-supporting),

PAD memiliki posisi stmtegis  dalam  proses  pelaksanaan
pembangunan  daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja
pembangurian setlap hufanya. PAD merupakan pendapatan daerah
vang berasal dari:

. Hasil Pajak Daeraly;

2, Hasil Distribusi Daerah;

3. Hasil Pengelolsan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Hasil Lain-Lain PAD Yang Sah.

—

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021
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Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah
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a. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.
Kinerja dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang

Lawas Tahun 2022 dengan Pagu Anggaran dan Sumber Daya Manusia
yang minim dapat dikategorikan dalam kinerja vang Baik, dengan
Sarana dan Prasarana vang jauh dari lengkap dikarenakan belum
adanva gedung kantor Badan Pendapatan Daerah serta Insentif
pemungut pajak yang selama Bapenda berdiri belum permah terealisasi
tetapl Badan Pendapatan Daerah semaksimal mungkin mengejar target
Pajak dan Retribusi vang telah di tetapkan, dapat juga dilihat dari
pengtkuran kinerja kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 83,5%,
sedangkan dari sisi pencapsian indikator kinerja utama  vaitu
persentase capalan penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Badan
Pendapatan Daerah 694 %,

Dasar pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang bersifat teknis,
setiingga harus lebih banyak di berikan bimbingan dan pelatiban di
lapangan, diharapkan Pagi anggaran Kegialan Badan Pendapatan
Daerah agar disesuaikan dengan Output vang akan dibarapakan,
dimana salah satu fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah mencari
dan menghimpun sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten
Padang lawas yang selanjutnya digunakan untuk pergerakan
Pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

Target Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022
sebesar Rp 30.947.536,547,- dengan nealisasi Rp 21477519802 atau
sekitar 694%, yang semula target Pajpk dan Retribusi Badan
Pendapatan Daerah sebesar Rp 20.321.925.587 - atau sekitar 105,69%,

Adapun kendala/permasalahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

sebagai berikut:

1. Data subjek dan objek PBB yang belum valid:

2. Belum adanya sanksi hokum terhadap wajib pajak vang tidak taat
pajuk;

3. Penagihan tunggakan pajak yang belum maksimal;

4. Regulasi yang lebih tinggl bersifat dinamis;

5. Tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibanpya
masth rendah;

6. Masih adanya wajib pajak vang melaporkan omset tidik sesuai
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dengan dilapangan;
7. Kondisi perckonomian baik vang berskala nasional maupun
internasional berpengaruh terhadap pendapatan daemah;
Solusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang
Lawas sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data dan pemetaan objek 'BB-P2;

2. Melakukan penegakan hukum dan sangsi sosial bagi wajib pajak
penunggak melalui penempelan stiker;

3. Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak:

4. Melakukan  penagihan  aktif  ditingkat  kecamatan  dan
desa/kelurahan;

5, Melakukan kerjasama dengan Kejaksann Negeri Sipil Kabupaten
Padang Lawas dalam hal penagihan tunggakan pajak;

6. Membentuk tm optimalisasi penagilian piutang pajak daerah
bersama dengan perangkat daerah lainnya;

7. Meningkatkan peénerimaan FPajak Bumi dan Bangunan dengan
memperpanjang jatuh tempo pembayaran pajak;

8. Pengembangan aplikasi terintegrast dengan instans) intemal dan
eksternal;

9. Membuka kanal-kanal pembavaran secara online,
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A. Kesimpulan

Bahwa capaian Kinern Badan Fendapatan Daerah Kabupaten Padang
Lawas Tahun 2022 masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
Adapun capaian kinerjs lersebut dapat dilihat dari realisasi sasaran
sebagai berikut Target PAD di Perubahan yang naik sekitsar Rp
10.602.890.960,- dari Target semula sebesar Rp 85.013,980.964,- menjadi Rp
95.616 871.924.- dengan pencapaian realisasi sebesar 57,91% dibandingkan
Tahun 2021 dengan Target PAD sebesar Rp #5.013.980.964, dengan
vealisasi sebesir 54,99% dinilal sudah mengalami peningkatan dengan
Rasipa PAD yang naik sebesar 1L1% dari tahun 2021 masih mengalami
penigkatan PAD scbesar 2,.92%. Tapi hal ini masih banyak perbaikan-
perbatkan perencanaan dalam menentukan target yang tepal sesuai
dengan dota yg realistis. Sedangkan PAD pada Perubahan untuk Badan
Pendapatan Daerah  dengan  dinaikkan target PAD  sebesar Rp
10.602.890.960,- dengan pencapaian realisasi sebesar 69,40%  sedangkan
bila dibandingan dengan rmsio Target PAD APBD 2022 dengan
pencapaian realisasi sebesar 105,69%.

B. Upaya yang dilakukan di Tahun vang akan datang.

1. Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memantaalkan
berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan  lainnyva)  untuk
menginformasikan  kebijakan  dan’ manfaat  Fajak  Daerah,
pengembangan  pelayanan,  tatacara/prosedur  pembayaran  Pajak
Daerah, vang pada akhimya diharapkan mampu membangun tinghkat
sadar pajak masyarakat.

2 Membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana perkantoran secara
bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelavanin
prima kepada masyarakal.

3 Menenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Dava Manusia
melalui rekrutment pegawal, pelatihan dan workshop vang bersifat
spesialisasi.

4, Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar
pengelolaan Pendapatan Daeralt dan Pelayanan kepada Maosyarakat
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dapat maksimal (prima),
5 Mendorong  tingkat kepatshan Wajibk  Pajak, melalod  Legiatan
penagihan pajak secara door fo door, operasi bersama dengan institusi

terlcait.

Sibuhuwan,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

GT. HAMONANGAN DAULAY
Pembina Litama Muda
Nip. 197200908 199302 1 002



